BUPATI BANTUL

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR  03   TAHUN 2002
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

Menimbang  
: 
a. 
bahwa agar tercapai tingkat kinerja dan hasil kerja pegawai yang optimal, perlu meningkatkan disiplin kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;


b. 
bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu meningkatkan disiplin pelaksanaan hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;


c.
bahwa ketentuan pelaksanaan hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b  dan c, perlu menetapkan Instruksi Bupati Bantul tentang Ketentuan Pelaksanaan hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



2..
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;


3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;



5.
Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15;



7. 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pakaian Upacara;



9.
Kaputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;



10.
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;



11. Kaputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1987 tentang Jam Krida Olah Raga;



12.
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;



13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma;


14.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;



15.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daaerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;


16.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 s/d 56 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan se Kabupaten Bantul.
Memperhatikan
:
1.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;



2.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan;



3.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;




4.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;




5.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja;




6.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 426/2148/sj tanggal 22 Juli 1996 perihal Pelaksanaan Krida Olah Raga;




7.
Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2001 tentang Pembentukan UPTSA Kabupaten Bantul;




8.
Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 840/1045, tanggal 8 Maret 2002 perihal Kesejahteraan Pegawai negeri Sipil;




9.
Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 846/1241 tanggal 20 Maret 2002 perihal tindak Lanjut Surat Edaran Bupati Nomor 840/1045.

M E N G I N S T R U K S I K A N :
Kepada
:
1.
Semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



2.
Semua Karyawan Perusahaan Daerah se-Kabupaten Bantul;


3.
Semua Pamong Desa se-Kabupaten Bantul.
Untuk


:

PERTAMA
:
Melaksanakan ketentuan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :



1.
Hari Kerja dan Jam Kerja




a.
Hari kerja dan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pamong Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :





1)
Hari Senin s/d Kamis
:
Pukul 07.30 s/d 14.30 WIB





2)
Hari Jum’at


:
Pukul 07.30 s/d 11.30 WIB





3)
Hari Sabtu


: 
Pukul 07.30 s/d 13.00 WIB




b.
Di lingkungan Instansi Perusahaan Daerah dan Lembaga Pendidikan/Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, berlaku Hari/Jam Kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Instansinya masing-masing.


2.
Apel Pagi dan Siang




a.
Pegawai Negeri Sipil, karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Pamong Desa wajib mengikuti apel pagi dan apel siang yang diselenggarakan pada instansi masing-masing;



b.
Di lingkungan Instansi Perusahaan Daerah dan Lembaga Pendidikan/Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, berlaku Hari/Jam Kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Instansinya masing-masing.


3.
Daftar Hadir 




a.
Pegawai Negeri Sipil, dan Pamong Desa wajib mengisi daftar hadir pagi/siang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;




b.
Rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dikirim atau dilaporkan setiap bulan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;




c.
Rekapitulasi daftar hadir Pamong Desa dikirim atau dilaporkan setiap bulan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;



d.
Di lingkungan Instansi Perusahaan Daerah dan Lembaga Pendidikan/Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, berlaku Hari/Jam Kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Instansinya masing-masing



4.
Pakaian Dinas 




Bagi semua Pakaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pamong Desa ditetapkan sebagai berikut :




a.
Hari Senin sampai dengan Kamis 





1)
Memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;





2)
Memakai atribut, papan nama dan atau kartu tanda pengenal (ID Card) sesuai dengan peraturan yang berlaku;




3)
Bagi laki-laki bersepatu warna hitam tertutup, berkaos kaki warna hitam/gelap, berikat pinggang warna hitam dengan timang berlogo Lambang Daerah Kabupaten Bantul, dan bagi perempuan bersepatu tertutup warna hitam;





4) 
Bagi yang berjilbab agar Pakaian Dinas Harian (PDH) menyesuaikan.







b.
Hari Sabtu





1)
Memakai pakaian bebas rapi, berwarna polos yang pantas dan serasi;





2)
Bagi yang berjilbab agar Pakaian Dinas Harian (PDH) menyesuaikan.




c.
Di lingkungan Instansi Perusahaan Daerah dan Lembaga Pendidikan/Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, berlaku Hari/Jam Kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Instansinya masing-masing.







d.
Pada setiap upacara bendera, pelaksanaan upacarqa hari besar lainnya atau apel pagi bersama setiap hari Senin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komplek Parasamya dan untuk kepentingan/acara yang lain, memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) sesuai dengan instruksi Bupati ini serta memakai topi, atau memakai pakaian upacara sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan.






5.
Hari Jum’at




a. 
Bagi semua Pakaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pamong Desa ditetapkan sebagai berikut :





1)
Wajib melakasanakan olahraga/Senam Kesegaran Jasmani sebelum kerja, mulai jam 07.00 WIB, dengan mengenakan Pakaian Olah raga.





2)
Setelah melaksanan olah raga/senam Kesegaran Jasmani (SKJ) memakai pakaian bebas rapi, berwarna polos yang pantas dan serasi;




b.
Di lingkungan Instansi Perusahaan Daerah dan Lembaga Pendidikan/Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, berlaku Hari/Jam Kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Instansinya masing-masing.

KEDUA
:
Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA
:
Dengan berlakunya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2000 tentang ketentuan Pelaksanaan hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT
:
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.













Ditetapkan di Bantul













Pada tanggal 1 Juni  2002

 












BUPATI BANTUL












M. IDHAM SAMAWI

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.
Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3.
Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/BUMN/BUMD/Setwan se-Kabupaten Bantul;

4.
Pimpinan Perusahaan Daerah se Kabupaten Bantul;

5.
Lurah se-Kabupaten Bantul;

6.
Koordinator UPTSA;

7. 
Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

